BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Indeks

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021
yang disusun oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, perlu adanya penambahan
pengaturan dalam penerapan Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga terhadap
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15
Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
15 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/ M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan
Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nasional,
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11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
551);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016
tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1829);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1026);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15
Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4A

Untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan Arsitektur
SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE
Nasional dan Pemerintah Daerah lainnya, Bupati dapat
berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Aparatur Negara dan Pemerintah Daerah
lainnya.



Pasal 4B

(1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan

panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis,
Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi
SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan
Layanan SPBE yang terpadu.

Arsitektur SPBE memuat referensi arsitektur dan
domain arsitektur.

Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mendeskripsikan komponen dasar arsitektur
baku yang digunakan sebagai acuan untuk
penyusunan setiap domain arsitektur.

Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang
memuat:

domain arsitektur Proses Bisnis;

domain arsitektur Data dan Informasi,

domain arsitektur Infrastruktur SPBE;

domain arsitektur Aplikasi SPBE;

domain arsitektur Keamanan SPBE; dan

domain arsitektur Layanan SPBE.

me a0 op

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(1a)

(3)

(4)

Pasal 5

Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman
pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE
Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE
Nasional, Bupati dapat berkoordinasi dan
melakukan konsultasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Aparatur Negara dan Pemerintah Daerah lainnya.
Peta Rencana SPBE disusun dan ditetapkan oleh
Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bupati bersama Tim Koordinasi SPBE melakukan
reviu Peta Rencana SPBE pada paruh waktu dan
tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan.

Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
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a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

perubahan Rencana Strategis Pemerintah

Daerabh;

c. perubahan Arsitektur SPBE; dan

d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE
Pemerintah Daerah.

o

3. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 50A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Mojokerto
(Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor
49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 18 Aﬁuﬂus 2022

BUPATI MOJOKERTO,

j /
IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal /g A(?w‘m QOXL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2022 NOMOR 33



